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ABSTRAK :  bahwa untuk melaksanakan Pasal 40 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, terakhir
dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat
mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah atau 25% (duapuluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah
dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang
bersangkutan, sehingga perlu ditetapkan pemenuhan syarat mendaftarkan calon
Walikota dan Wakil Walikota Cimahi dengan Keputusan KPU Kota Cimabhi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4116; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5678; PKPU Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22
Tahun 2008; PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah diubah oleh PKPU Nomeor 12 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun
2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Keputusan KPU Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor : 125/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016
tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Cimahi Tahun 2017; Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor : 126/Kpts/Kota
Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.



CATATAN

Dalam  Keputusan KPU Kota Cimahi  Nomor  137/Kpts/KPU  Kota
Cimahi/011.329201/VI/2016 Tahun 2016 diatur tentang:

Menetapkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan
calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen)
dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu 9 (sembilan) Kursi pada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 atau 25%
(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 yaitu sebanyak
70.382 (Tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua) Suara Sah.

Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon
menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari
akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, hanya
berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Cimahi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014,

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juni 2016



